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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

pbahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umuir APBD, keadaan

yang menyepabkan penggeseran antara unit organisas:,
antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa iebin tanun anggarar sebelumnya nharus
digunakan untuk pembiayaan Gqaiamni fanun anggaran
perjalan, maka perlu dilakukan perubanan APBD tahun

anggaran 2016;

hahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tanhun
2016 tentang rincian anggaran pendapatan dan beianja
daerah tahun anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 249 tanggal 29
Desember 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan 259

tanggal 31 Desember 2015.

- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 203/

KPTS/ BPKAD/ 2016 tangga! 21 Maret 2016

hahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurut a
Perubahan APBD tanun anggaran 2016 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daeran Kabupaten Penukal Abab
Lematang llir. |

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman:
telah diubah teraknir dengan Undang-Undang Nomor 1.
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Unaang
Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),




3. Undang-Undang Nomor 1 Tanun 2004  lentang
Perbendaharaan Negara (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tanhun 200‘4
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasionali (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentand
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang lir
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

22).

9 Peraturan Pemerintan Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4090),

10. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



1Y Peraturan Pemenitan Nomor 57 Tahun 2000 temtang Hiban
(Lembaran Negara Hepubin indonesia 1ahun 2005 Nomos
1 W lambahan Lembaian Negas Hepublik Indonesia

NOwn 45

4 Peraturan Pemerintahh Nomor 68 fahun 2005 tantang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran

Nﬁ‘\,jd!;l Hepublik Indonesis INOITO AL78)

5 Peratuian Pemenntah Nomer 79 Tahun 2006 temtang
Pedoman Pembinann dan Pengawasan Fenyelenggaraan

Pemenntahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negaa Republik Indonesia Nomor 4593)

16 Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2000 'Qn‘ang
Pelaporan  Keuangan dan Kinerj@ Instansi Pemerintah
Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2000 Nomor
0 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4014)

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
lentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negern Nomor 13  Tahun 2006 tentang Fedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310)

18 Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi  Pemernntahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

19  Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman FPembenan Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dan Anggaran Pendapaan dan Belanja
Daerah (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menterr Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011  tentang Pedoman Pemberan Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daeran (Berta Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540),

20 Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 5272).

21 m W Dal

Nwm Nomer &2 Tlh\m 201 :




22. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang llir Nomor 095
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang lir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
SEMULA berjumlan Rp. 858.636.980.706,26 pberkurang sejumian (Rp.

21.511.971.740,59) seningga MENJADI Rp. 837.125.008.965,67 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 858.636.980.706,26
D. Bertambah/(berkurang) (Rp 21.511.971.740.59)
Jumiah Pendapatan setelah Perubahan
Rp 837.125.008.965.67
2. Belanja
a. Semula Rp 858.710.302.439,50
b. Bertambah/(berkurang) (Rp 19.155.567.245 .45)
Jumiah Belanja setelah Perubahan Rp. 839 554.735.194.05
Surplus (Defisit) seteiah Perubahan(Rp. 2.429.726.228,38)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1. Semula Rp. £3.321.733.24
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.356.404 495 .14
Jumlah penerimaan setelah Perubahan
Rp. 2.429.726.228,38
b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

Perubahan Rp. 2.429.726.228 38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah

Perubahan Rp. 0,00



Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 4
Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan d - Talang Ubi
Pada tanggal -~ 25 Oktober 2016
BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016
NOMOR 030






